
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA (SORONTALO 

NOMOR i7 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN \ ANG MAHA ESA 

Men imbang : a. 

Mengingat : 1. 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah, 

ke tentuan mengenai kedudukan , susunt in organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja peratngkat daerah 

d i te tapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, ke tentuan mengenai 

k edudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 

ta ta kerja perangkat daerah d ia tur dengan Peraturan 

Wal ikota; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam b u m f a dan b u m f b, per lu membentuk Peraturan 

Wal ikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi , Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Gorontalo. 

Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerab-daerab T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82 , 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg£ira Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telab beberapa ka l i d iubab terakb i r dengan 

Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191); 

MEMUTUSK/ iN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA 

GORONTALO 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksucikan dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 

pemei-intaban yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. 

5. Un i t Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah u n s u r pelaksana 

teknis pada Dinas. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menun jukan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipi l 

da lam rangka menja lankan tugas pokok dan fungsi keabl ian dan 

ke t rampi lan u n t u k mencapai t u j u a n organisasi. 

BAB 11 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Sekretariat Daerah Kota Gorontalo be rkedudukan d i bawab dan 

bertanggung jawab kepada Wal ikota Gorontalo. 

(2) Sekr<^tariat Daerah d ip imp in oleb Sekretaris Daerah 

Pasal 3 

Sekretariat Daerah Kota mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 

pemer intahan dan pembangunan dib idang penyelenggaraan pemer intah, 

adminis t ras i , organisasi dan tata laksana serta memberijkan pelayanan 

admin is t ras i kepada se lurub perangkat daerah kota. 

Pasal 4 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud deilam Pasal 3, 

Sekretariat Daerah Kota Gorontalo menyelenggarakan fungsi : 

a. mengkoordinas ikan pe rumusan kebi jakan Pemerintah Daerah Kota; 
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b. penyelenggaraan adminis t ras i pemerintahan; 

c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana 

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo; 

d . pelaksanaan tugas la in yang d iber ikan oleb Wal ikota sesuai tugas dan 

fungsinya. 

BAB 111 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri. dar i : 

a. Sekretaris; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesra; 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

d. Asisten Admin is t ras i U m u m dan Aparatur ; 

e. Bagian-Bagian; 

f. Sub-subbagian; dan 

g. Staf Ah l i . 

Pasal 6 

Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagaimana d imaksud dedam Pasal 5 

h u r u f b mi imbawabi : 

a. Bagian Pemerintahan te rd i r i dar i : 

1. Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; 

2. Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Ke lurahan; dan 

3. Subbagian Pembinaan dan Penataan Wilayah. 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Budaya te rd i r i dar i : 

1. Subbagian Kesejahteraan; 

2. SulDbagian Keagamaan; dan 

3. Subbagian Budaya dan Adat Ist iadat. 
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c. Bagian Humas dan Protokoler te rd i r i dar i : 

1. Subbagian Protokoler; 

2. Subbagian Pel iputan, Pemberitaan dan Dokumentas i ; dem 

3. Subbagian Tata Usaba P impinan. 

Pasal 7 

Asisten P<;rekonomian dan Pembangunan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 5 b u r u f c m e m b a w a b i : 

a. Bagian Admin is t ras i Perekonomian te rd i r i da r i : 

1. Subbagian Perizinan dan Penanaman Modal ; 

2. Subbagian Per industr ian dan Perdagjingan; dan 

3. Subbagian Pariwisata, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM. 

b. Bagian Keuangan terd i r i dar i : 

1. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan; 

2. Subbagian Veri f ikasi ; dan 

3. Suibbagian Akuntans i . 

c. Bagian Pembangunan dan Pengadaan te r d i r i dar i : 

1. Subbagian Program dan Pembangunan; 

2. Subbagian Pengendalian dan Sistem Informasi Pengadaan; dan 

3. Subbagian Layanan Pengadaan. 

Pasal 8 

Asisten Admin is t ras i U m u m dan Apara tur sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 5 b u r u f d membawabi : 

a. Bagifin H u k u m terd i r i dar i : 

1. Subbagian Perundang-undangan; 

2. Subbagian B a n t u a n H u k u m ; dan 

3. Subbagian Evaluasi dan Dokumentas i . 

b. Bagian U m u m terd i r i dar i : 

1. Subbagian U m u m dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perlengkapan; dan 

3. Subbagian Rumah Tangga. 
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c:. Bagian Organisasi t e rd i r i d a r i : 

1. Subbagian Kelembagaan dan Pengembtingan Organisasi; 

2. Subbagian Tatalaksana; dan 

3. Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja. 

Pasal 9 

(1) Staf Ab l i sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 b u r u f g te rd i r i dar i : 

a. Staf Ab l i B idang Pemerintaban, H u k u m dan Polit ik; 

b. Staf Ab l i B idang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan; dan 

c. Staf Ab l i B idang SDM dan Kemasyarakatan. 

(2) Staf Ab l i Wal ikota berkedudukan dibawab dan bertanggung jawab kepada 

Wal ikota. 

Pasal 10 

Bagian sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 b u r u f e d ip imp i r i oleb Kepala 

Bagian dan Subbagian sebagaimana "d imaksud da lam PassJ 6 b u r u f f 

d i p imp in oleb Kepala Subbagian. 

Pasal 11 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Sekretariat Daerab Kota Gorontalo sebagaimana 

t e rcantum dalam lampi ran yang merupakan bagian yang t idak terp isabkan 

dar i Peraturan Wal ikota i n i . 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Sekretaris Daerab 

Pasal 12 

Sekretaris Daerah mempunya i tugas melaksanakan tugas d ib idang 

pemer inta l ian dan kesra, perekonomian dan pembangunan, admin is t ras i 

u m u m serta pemer intaban u m u m la innya y img t idak tercakup dalam tugas 

dinas dan lembaga teknis berdasarkan pera turan perundang-undangan yang 

ber laku. 
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Pasal 13 

Da lam melaksanakan tugas sebagaiman£i d imaksud da lam Pasal 12, 

Sekretaris Daerab menyelenggarakan fungsi : 

a. me lakukan perumusan kebi jakan teknis pemer intaban, kesra, b u k u m dan 

perundang-undangan, ekonomi dan keueingan, pembangunan, bubungan 

masya iakat dan protokoler serta u m u m berdasarkan pera turan 

perundang-undangan yang ber laku; 

b. merenc;anakan penyelenggaran pemer intaban dan pembangunan didaerab 

secara berkes inambungan u n t u k peningkatan kesejabteraan rakyat; 

c. mengorganisir kegiatan tugas dinas daerab dan badan mela lu i koordinas i 

u n t u k tert ibnya pelaksanaan tugas; 

d . mengarahkan pelaksanaan tugas pemer intaban dan kesra, perekonomian 

dan pembangunan, serta adminis t ras i u m u m terpadu u n t u k kelancaran 

penyelfsnggaran tugas pemer intaban; 

e. membina bubungan kerja dengan dinas, badan dan u n i t pelaksana 

la innya yang t idak tercakup dalam tugas dinas dan badan u n t u k 

peningkatan kiner ja u n i t ; 

f. mengendal ikan pelaksanaan tugas pemer intaban dan kesra, 

perekonomian dan pembangunan, serta adminis t ras i u m u m u n t u k 

te rwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas u n i t dengan kepalsi daerab u n t u k 

beroleli p e tun juk lebib lan jut ; 

b. mengevaluasi bas i l pelaksanaan tugas; u n i t me la lu i rapat/pertemuan 

u n t u k peningkatan kinerja; 

i . mengli:oordinasikan pelaksanaan tugas dengan instans i terka i t ba ik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k penyatuan pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawiaban sesuai bidangnya u n t u k 

ter t ibnya pelaksanaan tugas; 

k. melaporkan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evalusLsi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang dipi^r intabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

a 
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Bagian Kedua 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 14 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ra l^a t mempunya i tugas 

melaksanakan tugas keasistenan d ib idang pemer intaban, kesra dan budaya 

serta humas dan protokoler berdasarkan p i j ra turan perundang-undangan 

u n t u k kelancaran tugas pemer intaban. 

Pasal 15 

]Dal£im melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 14, Asisten 

Pemerintabiin dan Kesejabteraan Rakyat menj^elenggarakan fung;si : 

a. merencanakan penyelenggaraan administra si pemer intaban, kesra, humas 

dan protokoler sesuai k ebu tuhan u n t u k kelancaran tugas pemer intaban; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis ptmyelenggaraan admin is t ras i 

pemer intaban, kesejabteraan rakyat , humas dan protokoler sesuai 

k ebu tuhan u n t u k peningkatan kinerja; 

c. mengorganisir pelaksanaan tugas penyelenggaran admin is t ras i 

pemer intaban, kesejabteraan rakyat, humas dan protokoler sesuai 

mekanisme/prosedur kerja u n t u k kelancaran tugas u n i t ; 

d. mengendal ikan tugas secara terpadu u n t u k tert ibnya tugas u i i i t ; 

e. mengarahkan pelaksanaan tugas secara terpadu u n t u k teidibnya tugas 

u n i t ; 

f. membina tugas pengelolaan admin is t ras i pemer intaban, Icesejabteraan 

rakyat , humas dan protokoler secara k o n t i n y u u n t u k peningkatan 

pelayanfm; 

g. mend is t r ibus ikan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya u n t u k ter t ibnya 

tugas u n i t ; 

b. mengev£iluasi pelaksanaan tugas u n i t secara berkala u n t u k mengetahui 

perkembangannya; 

i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebib lan jut ; 

j . mengkoordinas ikan pelaksanaan tugas dengan u n i t terkai t mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan penda]Dat; 

k. melaporkan basi l pelaksanaan tugas secara berkala s<;bagai bahan 

evaluasi.; dan 
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1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh Eitasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Ketiga 

Bagian Pemerintahan 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Pemerintahan 

Pasal 16 

Kepala Bagian Pemerintahan melaksanakan tugas d ib idang pemer intaban 

berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k te rwujudnya 

penyelenggaraan pemer intaban yang baik. 

Pasal 17 

Da lam mtdaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam P^isal 16, Kepala 

Bagian Pemerintaban menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun rencana program dan pe tun juk teknis d i b idang pemer intaban 

dan otDnomi daerab; 

b. melaksanakan program dan pe tun juk teknis d i b idang pemer intaban dan 

otonomi daerab; 

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dain pe tun juk 

teknis d i b idang pemer intaban dan otonomi daerab; 

d . melaksanakan evaluasi dan pelaporan pc;laksanaan program dan pe tun juk 

teknis d i b idang pemer intaban dan otonomi daerab; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi la in 

d i bidcmg pemer intaban dan otonomi daerab; 

f. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb atasan. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Otonomi Daerab dan Kerja Sama 

Pasal 18 

Kepala Subbagian Otonomi Daerab dan Kerja Sama mempunya i tugas 

melaksanakan sebagian tugas bagian pemer intaban dan otonomi daerab 

d i bidang; pengembangan otonomi daerab. 
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Pasal 19 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18, Kepala 

Subbagian Otonomi Daerab dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi : 

a. menetapkan kebi jakan penyelenggaraan u r u s a n pemer intaban daerab 

skala kota; 

b. melaks i inakan pengolaban databasi; Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintaban Daerab (LPPD) skala kota; 

c. melaksanakan kebi jakan norma, standar, prosedur dan kr i t e r ia 

pembinaan, b imbingan, konsul tas i , supervisi , koordinasi , mon i to r ing dan 

evaluasi penyelenggaraan u r u s a n pemer intaban; 

d. menyelenggarakan pembinaan, b imbingan, konsul tas i , supervisi , 

koordinasi , mon i to r ing dan evaluasi u r u s a n pemer intaban d i wi layab kota; 

e. melaksanakan fasil itasi pemi l iban Wal ikota dan Wak i l Wal ikota; 

f. menetEipkan kebi jakan barmonisas i bubungan an tar susunan 

pemer intaban d i kota dengan berpedomian kepada kebi jakan pemerintab 

dan provinsi ; 

g. menetf ipkan pedoman pengembangan kapasitas pemer intab ke luraban 

skala l<:ota; 

b. menyelenggarakan pengawasan u r u s a n pemer intaban d i wi layab kota; 

i . melaksianakan barmonisas i an tar b idmig u r u s a n pemer intaban da lam 

wi layab kota dengan pemerintab dan provinsi ; 

j . melak$!anakan koordinasi dan fasil itasi penyelenggjiraan u r u s a n 

pemer intaban sisa skala kota; 

k . melaksanakan perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan 

wi layah dan kawasan d i kecamatan/keluraban; dan 

1. melaksanakan konsul tas i terbadap kelembagaan dan manajemen 

pengembangan wi layab dan kawasan skala kota. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Ke luraban 

Pasal 20 

Kepala Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Ke luraban me;mpunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas bagian pemer intaban dan otonomi daerab d i 

b idang pembinaan kecamatan dan kelurabsin. 
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Pasal 21 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 20, Kepala 

Subbagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurah an menyelenggarakan fungsi : 

£1. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi l iarmonisas i bubungan antar 

kecamatan/ke luraban d i wi layabnya; 

b. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi penyelesaian konf l ik antar 

kecamatan/ke luraban d i wi layabnya; 

c. menetapk:an kebi jakan pemerintab ke luraban daerab skala kota; 

d. menyelenggarakan pemer intaban ke luraban skala kota; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi penyelenggaraan admin is t ras i 

pemerint£iban ke luraban skala kota; 

i'. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan admin is t ras i 

pemerint£iban ke luraban skala kota; 

g. menyelenggarakan moni tor ing dan evaluasi serta pelaporan 

penyelenj^garaan admin is t ras i pemer intaban ke luraban skala kota; 

h . melaksanakan pengolaban database penyelenggaraan admin is t ras i 

pemer intaban ke luraban skala kota; 

i . menyelenggarakan b imbingan, konsul tas i , pelat iban dan pendid ikan bagi 

pemer int i ib ke luraban skala kota; dan 

j . menyelenggarakan moni tor ing dan evaluasi serta pelaporan pengembangan 

kapasitas; pemerintab ke luraban skala kota; 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Pembinaan dan Penataan Wilayabi 

Pasal 22 

Kepala Subbagian Pembinaan dan Penata£Ln Wilayab mempunya i tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintaban dan Otonomi Daerab 

d i b idang pembinaan dan penataan wi layab. 

Pasal 23 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 22, Kepala 

Subbagian Pembinaan dan Penataan Wilayab menyelenggarakan fungsi : 

a. mengusu lkan penataan daerab skala kota; 
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b. melaksanakan dan mengusulkan kebi jakan perubaban batas, nama 

dan/atau pemindaban ibuko ta daerab dalam rangka penataaj i daerab; 

c. melaksanakan dan mengusulkan kebijakfin pembentukan, pengbapusan 

dan penj^gabungan ke luraban dan kecama1:an; 

d. melaksanakan dan menyelenggarakan kelqijakan pembinaan, sosialisasi, 

observasi dan pengkajian penyelenggarajm penataan daerab dan/atau 

otonomi kbusus ; 

e. menyelenggarakan pengawasan, pengendii l ian, moni tor ing dan evaluasi 

penataan daerab dan otonomi kbusus da lam wi layab kota; 

f. menyelenggarakan penataan daerab dan otonomi kbusus da lam wi layab 

kota; 

g. melaksanakan pengelolaan dan melaporkan pengolabsm database 

penataan daerab dan otonomi kbusus skala kota; 

b. menyampaikan data dan informasi penataan daerab skala kota ke prov insi 

dan Menter i Da lam Negeri mela lu i Gubernur ; 

i . men ind j ik lan ju t i pedoman, norma, standar, prosedur dan kr i t e r ia laporan 

penataan daerab; 

j . meny iapkan baban masukan pembentukan, pengbapusan dan 

penggal iungan daerab kota u n t u k sidang Dewan Pert imbangan Otonomi 

Daerab (DPOD); 

k. meneta]Dkan kebi jakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan 

ke luraban d i kota; 

1. menetajDkan kebi jakan kota mengacu pada kebi jakan nasional mengenai 

topon imi dan pemetaan wi layab kota; 

m . melaksf inakan pengelolaan toponimi dan piemetaan skala kota; 

n . melaks£inakan inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala 

kota; 

o. menetapkan kebi jakan dan penggelolaan pengembangan wi layab 

perbatasan skala kota; 

p. me laks imakan koordinasi dan fasil itasi pengembangan wilayiab perbatasan 

kota; 

q. melaksanakan inventarisasi perubaban luas wi layab kota yang 

d iak iba tkan oleb a lam antara la in delta dan abrasi ; 



- 13 -

r. menyelenggarakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan 

pengbapusan batas kelureiban skala kota; 

s. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi pienyelenggaraan pembentukan, 

pemekaran, penggabungan dan pengbapusan ke luraban skala kota. 

t. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan 

pembentukan, pemekaran, penggabungan. dan pengbapusan ke luraban 

skala kota; dan 

u . menyelenggarakan moni tor ing dan evaluasi serta pelaporan 

penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan 

pengbapusan ke luraban skala kota. 

Bagian Keempeit 

Bagian Kesejabteraan Rakyat dan Budaya 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Kesejabteraan R;akyat dan Budaya 

Pasal 24 

Kepala Bagian Kesejabteraan Rakyat dan Budaya melaksanakan tugas 

pemerintaf ian daerab d ib idang kesejabtraan rakyat berdasarkan pera turan 

perundang-undangan u n t u k peningkatan kesejabteraan. 

Pasal 25 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24, Kepala 

Bagian Kesejabteraan Rakyat dan Budaya menyelenggarakan f u n g s i : 

a. mengb impun kebi jakan teknis pembinaan dan pelayanan kesejabteraan 

rakyat sesuai k ebu tuban sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis pembinaan dan pelayanan kesejabteraan 

rakyat jsesuai k ebu tuban sebagai pedoman pelaksanaan tugsis; 

c. mengb impun data keagamaan, kebudayaan daerab, adat ist iadat, sesuai 

j en is u n t u k mengetabui perkembangannya; 

d. menganalisis data kesejabteraan rakyat dan budaya sesui jenis dan 

t ingkatnya u n t u k mengetabui gambaran dan keadaan permasalaban 

kesejahiteraan rakyat ; 

e. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pelayanan kesejabteraan 

rakyat dan budaya sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 
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f. me lakukan pembinaan dan pelayanan kesejabteraan rakyat dan budaya 

secara kon t i nyu ; 

g. mengorganisir pelaksanaan tugas u n i t sesuai mekanisme kerja u n t u k 

kelanc:aran tugas; 

b. mengendal ikan pelaksanaan tugas u n i t secara terpadu u n t u k ter t ibnya 

pelaksanaan tugas; 

i . menggirabkan pelaksanaan tugas sesuai ke tentuan u n t u k peningkatan 

pelayanan kesejabteraan rakyat dan budaya; 

j . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut ; 

k . mengkoordinas ikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bagian 

mela lu i rapat/per temuan u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mend is t r ibus ikan pelaksanaan tugas kepada bawaban sesuai bidangnya 

u n t u k kelancaran tugas; 

m . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkalsi sebagai baban 

evaluEisi; dan 

n . melaksanakan tugas la in yang dip<;rintabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan; 

Paragraf 2: 

Kepala Subbagian Kesejabteraan 

Pasal 26 

Kepala Subbagian Kesejabteraan melaksaniakan tugas d i b idang admin is t ras i 

kesejabtc;raan berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k ter t ibnya 

penyelen:ggaraan tugas kesejabteraan. 

Pasal 27 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 26, Kepala 

Subbagian Kesejabteraan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis d i bidan:g sosial dan kesejabteraan rakyat 

sesuai k ebu tuban sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu l data organisasi sosial kemasyarakatan melaJui u n i t terkai t 

un tu l i : mengetabui j u m l a b dan jenis kegiatannya; 

c. meng(;lola data organisasi sosial kemiasyarakatan sesuai j en is u n t u k 

meng (3 tabu i perkembangannya; 
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d. menyaisun rencana pengembangan sosial dan kesejabteraan rak/at , 

sesuai k ebu tuban u n t u k menunjang pekiksanaan kegiatannya; 

e. me lakukan pengelolaan ban tuan pengembangan sosial dan kesejabteraan 

rakyat , sesuai k ebu tuban u n t u k menunj;ang pelaksanaan kegiatan; 

f. me lakukan penataan kegiatan sosial dan kesejabteraan rakyat secara 

langsung m a u p u n t idak langsung u n t u k mengetabui t ingkat 

perkembangannya; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l i s u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut ; 

b. mengkoordinas ikan pelaksanaan tugas dengan para kejaala subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala. sebagai baban 

evalua si; dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang d ip i j r in tabkan oleb atasan u n t u k 

kelanc;aran tugas kedinasan. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Keagamaan 

Pasal 28 

Kepala Subbagian Keagamaan melaksanakan tugas d i bidcing keagamaan 

berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k t e rwujudnya k e r u k u n a n 

antar u m a t beragama. 

Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 28, Kepala 

Subbagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis pelayanan keagamaan; 

b. mengumpu l data potensi keagamaan mela lu i organisasi keagamaan u n t u k 

mengetabui j u m l a b dan jen is sarana kegiatannya; 

c. mengtdola data potensi keagamaan sesuai j en is u n t u k mengetabui 

perkembangannya; 

d. menyusun rencana kegiatan keagamaan sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi 

prognun u n i t ; 

e. me lakukan pelayanan kegiatan keagamaan secara langsung m a u p u n t idak 

langsung u n t u k suksesnya kegiatan keagamaan; 

f. me lakukan pemantauan kegiatan keagamaan secara langsung m a u p u n 

t idak langsung u n t u k mengetabui tingkeit perkembangannym; 
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g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik; l isan m a u p u n 

ter tu l i s u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut ; 

b . mengk;oordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang dip€;rintabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Budaya dan Adat Ist iadat 

Pasal 30 

Kepala Subbagian Budaya dan Adat Ist iadat mempunya i tugas d i b idang 

admin is t ras i budaya dan adat ist iadat daerab berdasarkan pera turan 

perundang-undangan. 

Pasal 3 1 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 30, Kepala 

Subbagian Budaya dan Adat Ist iadat menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis pelayanain admin is t ras i budaya dan adat 

ist iadfit daerab sesuai k ebu tuban sebagai dasar pelaksanaein tugas; 

b. mengumpu l data sarana budaya dan £idat ist iadat daeraib mela lu i u n i t 

terka i t u n t u k mengetabui j u m l a b dan jenis sarana kegiatannya; 

c. mengcdola data sarana budaya dan adat ist iadat daerab sesuai j en is u n t u k 

menge;tabui perkembangannya; 

d. menyusun rencana kegiatan adminis t ras i budaya dan adat ist iadat daerab 

sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 

e. me lakukan pelayanan kegiatan kebudayaan dan adat ist iadat daerab 

secara langsung m a u p u n t idak langsung u n t u k suksesnya kegiatan 

kebudayaan daerab; 

f. me lakukan pemantauan kegiatan kebudayaan dan adat ist iadat daerab 

secar£i langsung m a u p u n t idak langsung u n t u k mengetabui t ingkat 

perkembangannya; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai]< l isan m a u p u n 

tu l i sar i u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut ; 

b . menglcoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 
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i . menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kel ima 

Bagian Humas dan l^rotokoler 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Humas dan Protokoler 

Pasal 32 

Kepala Bagian Humas dan Protokoler mempunya i tugas menyelenggarakan 

koordinas i pelaksanaan keprotokolenin, pe l iputan, pemberitaan, 

dokumentas i kegiatan p imp inan dan Pemerintab Kota Gorontalo serta 

melaksanakan kegiatan ketatausabaan p imp inan . 

Pasal 33 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 32, Kepala 

Bagian Humas dan Protokoler menyelenggarakan fungsi : 

a. m e r u m u s k a n rencana program dan kegiatan keprotokolan, pe l iputan, 

pemberitaan, dokumentas i kegiatan p imp inan dan pemerintab kota 

gorontalo serta melaksanakan kegiatan ketatausabaan pimjqinan; 

b. menghi impun dan mengolab data dan i i i formasi d i b idang keprotokolan, 

pe l iputan, pemberitaan dan dokumentasi serta ketatausabaian p imp inan ; 

c. m e r u m u s k a n program dan standar operasional prosedur keprotokolan, 

pe l iputan, pemberi taan dan dokumentas i serta ketatausabaan p imp inan 

sebagEii pedoman pelaksanaan tugas; 

d. mengi :oordinasikan pelaksanaan tugas keprotokolan, pe l iputan, 

pemberitaan dan dokumentas i serta ketatausabaan p imp inan u n t u k 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instans i la in da lam pelaksanaan 

kegiatan keprotokolan, pe l iputan, pemberi taan dan dokumentas i serta 

ketatausabaan p imp inan ; 

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan kemi t raan media massa dan 

lembaga informasi la innya; 

g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas pemberi taan, penerbi tan 

serta ]Denyampaian informasi pub l ik ; 

3 
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h . member ikan informasi pub l ikas i dan li iputan kepada p ibak k l a in yang 

memer lukan sesuai dengan ketentuan yang ber laku; 

i . melaksanakan tugas kedinasan Isdn sesuai b idang tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Protokol 

Pasal 34 

Kepala Subbagian Protokol mempunya i tugas me lakukan koordinasi 

pelaksanaan kebi jakan pelayanan keprotokoleran p imp inan . 

Pasal 35 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 34, Kepala 

Subbagian Protokol menyelenggarakan fungsi : 

a. m e r u m u s k a n rencana program dan kegisitan; 

b. mengb impun dan mengolab data dan informasi d i b idang 

keprotokolan; 

c. m e r u m u s k a n program dan standar operasional prosedur keprotokoleran 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi l a in d i b idang 

keprotokoleran; 

e. melaksanakan penyiapan dan mengatur acara p imp inan pemer intab kota 

gorontalo; 

f. melaksanakan persiapan dan mempierlancar tugas serta kegiatan 

p imp inan pemer intab kota gorontalo; 

g. melaksanakan pelayanan acara k u n j u n g a n tamu-tamui V IP/WIP ke 

pemerintab kota gorontalo; 

b . melaksanakan pelayanan keprotokolenm kepada instans i pemer intab/ 

non p ( 3 m e r i n t a b yang m e m b u t u b k a n ; 

i . men ja isun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan 

tanggung jawab; dan 

j . melaksanakan tugas kedinasan la in yang d iber ikan oleb p imp inan ba ik 

l isan m a u p u n ter tu l is . 
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Paragraf 3 

Kepala Subbagian Pel iputan, Pemberitaan dan Dokumemtasi 

Pasal 36 

Kepala Subbagian Pel iputan, Pemberitaan dan Dokumentas i mempunya i 

tugas menyelenggarakan pe l iputan, pemberitaan dan dokumentas i kegiatan 

p imp inan dan pemer intab Kota Gorontalo. 

Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imasud dalam Pasal 36, Kepala 

Subbagian Pel iputan, Pemberitaan dan Dokumentas i menyelenggarakan 

fungsi : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan; 

b. m e r u m u s k a n program dan standar operasional prosedur pe l iputan, 

pembei i taan dan dokumentas i sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. me l iput dan mendokumentas ikan kegiatan p imp inan dan pe:merintab kota 

gorontsdo; 

d. meny iapkan dan m e r u m u s k a n baban informasi penyelenggaraan 

pemer intaban, pembangunan dan kemasyarakatan seibagai baban 

publik£isi mela lu i media masa; 

e. melaksanakan penyebarluasan informasi kegiatan yang d i laksanakan oleb 

pemerintab kota gorontalo mela lu i media massa, e lektronik dan media 

cetak, ipenerbitan in terna l , billboard, bal ibo, spanduk, foto m a u p u n media 

on-line; 

f. mengkoordinasikan kegiatan pe l iputan, pemberitaan dan dokumentas i 

dengan perangkat daerab yang ada da lam l ingkup pemerintab kota 

goronbdo; 

g. menginventarisasi permasalaban-permasalaban yang berbubungan 

dengan bidang pemberi taan dan menyiapkan baban pe tun juk pemecaban 

masalab; 

b. me lakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga re smi/organisasi 

kewartawanan da lam rangka kelancaran ]pelaksanaan tugas; 

i . mengendal ikan penatausabaan basi l pe l iputan, pemberi taan dan 

dokumentas i ; 

j . menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sejiuai tugas dan 

tanggung jawab; dan 
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k. melaksanakan tugas kedinasan la in yang d iber ikan oleb p impinan ba ik 

l isan m a u p u n ter tul is . 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Tata Usaba P impinan 

Pasal 38 

Kepala Subbagian Tata Usaba P impinan mempunya i tugas me lakukan 

koordinasi pelaksanaan ketatausabaan p imp inan sesuai dengan pera turan 

dan ke tentuan yang ber laku u n t u k ter laksananya pelaksanaan tugas. 

Pasal 39 

Dalam medaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 38, Kepala 

Subbagian Tata Usaba P impinan menyelenggarakan f u n g s i : 

a. menyusun program Subbagian tata usciba p imp inan me l ipu t i wal ikota, 

wak i l wal ikota, sekretaris daerab dan asisten berdasEirkan rencana 

program bagian admin is t ras i sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. m e r u m u s k a n program dan standar opierasional ta ta usaba p imp inan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. melaksanakan kegiatan ketatausabaan wal ikota, wak i l wal ikota, sekretaris 

daerab dan asisten sesuai dengan tugas dan tanggung jawab u n t u k 

kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian tata usaba p imp inan ; 

d. membimb ing pelaksanaan tugas bawaban d i l ingkungan Subbagian tata 

usaba p imp inan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

d iber ikan agar pekei jaan berjalan tert ib dan lancar; 

e. menyusun jadwa l acara wal ikota dan wak i l wa l ikota sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab yang d iber ikan agar pekerjaan berjailan ter t ib dan 

lancar; 

f. mempejrsiapkan penjemputan t a m u daicrab mela lu i koordinasi u n t u k 

kelancaran kegiatan kun jungan ; 

g. me lakukan pengaturan t a m u daerab secara terpadu u n t u k ter t ibnya 

pelaksanaan kun jungan ; 

b. menyi£ipkan secara admin is t ras i baban kebi jakan wal ikota, wak i l wal ikota, 

sekretfuis daerab dan asisten sesuai dengan pera turan yang ber laku 

u n t u k pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pert imbangan 

p imp inan ; 
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i . menyiaipkan pelaksanaan rapat koordinasi wal ikota, w a k i l wal ikota, 

sekretgiris daerah dan asisten dengan insi:ansi pemer intah m a u p u n swasta 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawal ) agar pekerjaan berjalan dengan 

lancar; 

j . menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan la in yang d i ber ikan oleb p imp inan baik 

l isan miaupun ter tu l i s . 

Bagian Keenam 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 40 

Asisten P«;rekonomian dan Pembangunan raempunyai tugas melaksanakan 

tugas keasistenan d ib idang perekonomian, keuangan dan pembangunan 

daeraib. 

Pasal 4 1 

D a l a m m e l a k s a n a k a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 4 0 , 

A s i s t e n P e r e k o n o m i a n d a n P e m b a n g u n a n m e n y e l e n g g a r a k a n f u n g s i : 

a. merencemakan pengembangan pere;konomian, keuangan dan 

pembangunan sesuai k ebu tuban u n t u k k<;lancaran tugas pemer intaban; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis perekonomian, keuangan dan 

pembangunan sesuai k ebu tuban u n t u k peningkatan kesejabteraan 

masyarakat; 

c. mengorganisir pelaksanaan tugas d ib idang perekonomian, keuangan dan 

pembangunan sesuai mekanisme/prosedur kerja u n t u k kelancaran tugas 

u n i t ; 

d. mengendabkan pelaksanaan tugas secarii terpadu u n t u k ter t ibnya tugas 

u n i t ; 

e. mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya u n t u k peningkatan 

kerja u n i t ; 

f. membina tugas b idang perekonomian, keuangan dan pembangunan 

secara ]"utin u n t u k peningkatan pelayanan; 

g. mendis t r ibus ikan tugas sesuai b idang u n t u k kelancaran tugas u n i t ; 

b. mengevaluasi pelaksanaan tugas u n i t secara berkala u n t u k mengetabui 

perkembanganya; 
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i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tertulisi u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut ; 

j . mengkoordinas ikan pelaksaanaan tugas dengan u n i t terka i t me la lu i 

rapat/]pertemuan u n t u k penyatuan pendiipat; 

k. melaporkan basi l pelaksanaan tugas u n i t secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan atasan u n t u k kelancaran 

tugas kedinasan. 

Bagian Ketu jub 

Bagian Admin is t ras i Perekonomian 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Admin is t ras i Perekonomian 

Pasal 42 

Kepala Bagian Admin is t ras i Perekonomian mempunya i tugas d ib idang 

perekonomian berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k 

pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerab. 

Pasal 43 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 42, Kepala 

Bagian Admin is t ras i Perekonomian menyelen ggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis d i b idang perekonomian daerab sesuai 

ruang l ingkupnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengb impun data perekonomian daijrab sesuai k ebu tuban u n t u k 

pengembangan dan pemberdayaaan kegiiatan ekonomi; 

c. menganalisa data perekonomian daerab sesuai t ingkatannya u n t u k 

mengetabui gambaran ekonomi kerakyatan; 

d. menyusun rencana kegiatan d ib idang perekonomian daerab sesuai 

k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 

e. menyusun kebi jakan teknis d ib idang adminis t ras i perekonomian sesuai 

ruang; l ingkupnya sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

f. melal<:sanakan pembinaan dan pengimdal ian perekonomian daerab 

secara terpadu u n t u k peningkatan perputaran kegiatan ekonomi; 
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g. member ikan pelayanan pengembangan usaha perekonomian sesuai 

k e b u t u h a n u n t u k peningkatan pendapatan masyarakat; 

b. mengorganisir, mengendal ikan, mengarahkan pelaksanaan tugas u n i t 

sesujii mekanisme kerja secara terpadu u n t u k kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

i . meng;konsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara l isan 

m a u p u n ter tul is u n t u k beroleb petunjulc; 

j . mengkoordinas ikan pelaksanaan tugeis dengan para kepala bagian 

mela lu i rapat/per temuan u n t u k penyatuan pendapat; 

k. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesuai j ob u n t u k ter t ibnya 

pelaksanaan tugas; 

1. menyusun laporan pelaksanaan tugasi secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

m. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan; 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Perizinan dan Penanaman Modal 

Pasal 44 

Kepala Subbagian Perizinan dan Penanaman Modal mempunya i tugas 

d ib idang periz inan dan penanaman modal berdasarkan pe tun juk 

pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k pemingkatan usaba ekonomi. 

Pasal 45 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 44, Kepala 

Subbagian Perizinan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : 

a. mengumpu lkan kebi jakan teknis dibidamg per iz inan dan non per iz inan 

serta penanaman modal berdasarkan m a n g l ingkup sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis bidang pei-izinan dan non p»erizinan serta 

penanaman modal sesuai k ebu tuban sebagai dasar pelaksi inaan tugas; 

0. mengumpu lkan data bidang periz inan dan non periz inan serta 

penanaman modal sesuai jenisnya; 
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d. men§;eIola data d ib idang periz inan dan non per iz inan serta penanaman 

modeil berdasarkan t ingkatannya sebagai baban informasi ; 

e. menyusun rencana d ib idang periz inan dan non periz inan serta 

penanaman modal berdasarkan skala prioritas u n t u k misnjadi program 

u n i t ; 

f. memfasi l i tasi pengembangan dib idang per iz inan dan non periz inan serta 

penanaman modal ; dan 

g. mengkoordinas ikan dan mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan 

instans i terkai t u n t u k penyatuan pendapat. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Per industr ian dan Perdagangan 

Pasal 46 

Kepala Subbagian Per industr ian dan Perdagangan mempunya i tugas 

d i b idang per indust r ian dan perdagangan berdasarkan pe tun juk pelaksanaan 

dan pe tun juk teknis u n t u k kelancaran tugas u n i t . 

Pasal 47 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 46, Kepala 

Subbagian Per industr ian dan Perdagangan menyelenggarakan f u n g s i : 

a. mengb impun kebi jakan teknis pengelolaan per indust r ian dan 

perdagangan sesuai k e b u t u b a n sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. mengumpu lkan data b idang perindustri jun dan perdagangsm mela lu i u n i t 

terkai t ; 

c. melalsukan pengelolaan data b idang per industr ian dan perdagangan 

sebagai baban acuan pelaksanaan tugas ; 

d . menyusun rencana kegiatan bidang jDerindustrian dan perdagangan 

sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 

e. menyusun kebi jakan teknis b idang i j e r indust r ian dan perdagangan 

sesuai k ebu tuban sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

f. me lakukan pemantauan bidang per indust r ian dan perdagangan secara 

terpadu u n t u k menjaga kelestariannya; dan 
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g. mengkoordinas ikan dan mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan 

instans i terka i t u n t u k penyatuan pendapat. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Pariwisata, Tenaga Kerja dan 

Koperasi UKM 

Pasal 48 

Kepala Subbagian Pariwisata, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM mempunya i 

tugas d i b idang pariwisata, tenaga kerja dan koperasi UKM berdasarkan 

pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k penin:gkatan usaba 

ekonomi. 

Pasal 49 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 48, Kepala 

Subbagian. Pariwisata, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM menyelenggarakan 

fungsi : 

a. mengumpu lkan kebi jakan teknis b idang pariwisata, tenaga kerja dan 

koperasi UKM berdasarkan ruang l ingkup sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis b idang parivrisata, tenaga kerja dan koperasi 

UKM sesuai k ebu tuban sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

c. mengumpu lkan data bidang pariwisata, tenaga kerja dan koperasi UKM 

sesuaii j en isnya u n t u k mengetabui j u m l a b dan potensi ekonomi 

daeral i ; 

d . meng€:lola data b idang pariwisata, tenaga kerja dan koperasi UKM 

berdasarkan t ingkatannya sebagai baban informasi kegiatan ekonomi 

daeral i ; 

e. menyusun rencana bidang pariwisata, tenaga kerja dan koperasi UKM 

berdasarkan skala pr ior i tas u n t u k menjadi program u n i t ; 

f. memfeisilitasi pengembangan bidang pariwisata, tenaga kerja dan 

kopemsi UKM mela lu i pola kemitraein dan kewirausiabaan u n t u k 

peningkatan kegiatan masyarakat; dan 

g. mengkoordinasikan dan mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan 

instans i terka i t u n t u k penyatuan pendapat. 
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Bagian Kedelapan 

Bagian Keuan;gan 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Keuangan 

Pasal 50 

Kepala Bagian Keuangan mempunya i tugas melaksanakan tugas d ib idang 

anggaran, perbendabaraan, dan verif ikasi be;rdasarkan pera turan perundang-

undangar i u n t u k efektivitas dan efisiensi anggaran. 

Pasal 51 

Dalam mrdaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Psisal 50, Kepala 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis dibidang; anggaran dan perbendabaraan, 

veri f ikasi dan akun tans i sesuai k e b u t u b a n sebagai dasar pelaksanaan 

tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis d ib idang anggaran dan perbendabaraan, 

veri f ikasi, dan akun tans i sesuai k ebu tuban sebagai dasar pelaksanaan 

tugas; 

c. mengb impun data rencana kegiatan p'enatausabaan keuangan sesuai 

k e b u t u b a n u n t u k menjadi program u n i t ; 

d . mengelola admin is t ras i keuangan sesiuai pedoman u n t u k ter t ibnya 

penggunaan anggaran; 

e. me lakukan penel i t ian dokumen penggunaan anggaran (DPA) setiap 

bagian yang ada d i sekretariat daerab kota gorontalo berdasarkan 

ketentuan u n t u k ter t ibnya admin is t ras i Iceuangan; 

f. menel i t i kelengkapan pengajuan pencairan anggaran berdasarkan 

pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k proses pisncairan; 

g. menge;sabkan sura t per intab membayar sesuai kebu tuban sebagai dasar 

pener l iban surat per intab pencairan dana; 

b. me lakukan veri f ikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengeluaran 

berdasarkan pengajuan dar i bagian u n t u k kesesuaian penggunaan 

anggaran; 

i . menyusun laporan prognosis keuangan u n i t berdasarkan penggunaan 

anggaran sebagai dasar pertanggungjawaban; 
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j . me lakukan pembinaan terbadap bendabara secara berkala u n t u k 

ter t ibnya admin is t ras i keuangan daerab; 

k. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tu l i san u n t u k beroleb pe tun juk lebib l an ju t da lam pelaksanaan tugas; 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepji la subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

m . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawabein sesuai tugas dan fungsinya; 

dan 

n . melaksanakan tugas la in yang dipe;rintaban oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendabaraan 

Pasal 52 

Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendabaraan memjDunyai tugas 

melaksanaikan tugas d ib idang anggaran dan perbendabaraan berdasarkan 

pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k tertibnya. adminis t ras i 

keuangan. 

Pasal 53 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 52, Kepala 

Subbagian Anggaran dan Perbendabaraan menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan kebi jakan teknis anggaran dan perbendabaraan, sesuai 

k ebu tuban sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun rencana kegiatan anggaran sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi 

program u n i t ; 

c. mengb impun data rencana kerja dan .Anggaran sesuai jienis kegiatan 

u n t u k mengetabui j u m l a b kebu tuban anggaran u n t u k menjadi program 

u n i t ; 

d. mengelola data rencana kerja dan angg;aran sesuai k ebu tuban sebagai 

dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerab; 

e. mempers iapkan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

daerahi sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 

f. mempi-oses usu l an pencairan penggunaan anggaran sesuai permintaan 

sebaggd baban penert iban surat per intab membayar; 
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g. membuat surat per intab membayar berdasarkan basi l vi jr i f ikasi u n t u k 

penerbitan surat per intab pencairan dana (SP2D); 

b. me lakukan pencairan dana mela lu i bendabarawan u n t u k pengisian kas; 

i . menge;valuasi penya luran dana sesuai k ebu tuban u n t u k ter t ibnya 

penggunaan anggaran; 

j . me lakukan pengendalian dan pengawasan adminis t ras i keuangan secara 

r u t i n u n t u k mengbindar i terjadinya kesalaban; 

k. me lakukan pembinaan terbadap pfmgelola keuangan yang ada 

d i sekretariat daerab kota gorontalo secara berkala u n t u k ter t ibnya 

admin is t ras i keuangan daerab; 

1. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tu l i san u n t u k beroleb pe tun juk lebib l an ju t da lam pelaksanaan tugas; 

m . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

n . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evalu£isi; dan 

o. melaksanakan tugas la in yang d iper intaban oleb atasan u n t u k 

kelanc;aran tugas. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian V^erifikasi 

Pasal 54 

Kepala Subbagian Veri f ikasi mempunya i tugas melaksanakan tugas Veri f ikasi 

berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan p»etunjuk teknis u n t u k ter t ibnya 

admin is t ras i keuangan. 

Pasal 55 

Da lam midaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 54, Kepala 

Subbagian Veri f ikasi menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan kebi jakan teknis veri f ikasi dan perb i tungan keuangan sesuai 

k ebu tuban sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu l data pencairan anggaran sesuai permintaan sebagai baban 

pengendalian keuangan; 

c. mengidola data permintaan anggaran sesuai u r u t a n sebagai baban 

veri f ikasi; 
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d. me lakukan verif ikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran 

berdasiarkan dokumen penggunaan anggaran u n t u k penyesuaian 

rekening belanja; 

e. me lakukan penel i t ian dokumen pengi^unaan anggaran (DPA) setiap 

bagiari berdasarkan ketentuan u n t u k ter t ibnya adminis t ras i keuangan; 

f. melakiukan pengujian ketersediaan danei me la lu i dokumen pengggunaan 

anggai-an (DPA) u n t u k ter t ibnya penggunaan anggaran; 

g. me lakukan veri f ikasi surat pertangguiag j awaban (SPJ) pengeluaran 

berdasiarkan pengajuan dar i bagian-bagian untuk; kesesuaian 

penggunaan anggaran; 

b. me lakukan penel i t ian surat pertanggung jawaban keuangan sesuai 

penggunaannya sebagai baban pengesaban; 

i . men indak lan ju t i basi l veri f ikasi melalui. perbendabaraan u n t u k proses 

lebib lan jut ; 

j . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tu l i san u n t u k beroleb pe tun juk lebib l an ju t da lam pelaksanaan tugas; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lu i rapat/per temuan u n t u k penyatuian pendapat; 

1. menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Alcuntansi 

Pasal 56 

Kepala Subbagian Akun tans i mempunygd tugas melaks£inakan tugas 

d ib idang gikuntansi berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis 

u n t u k ter t ibnya admin is t ras i keuangan. 

Pasal 57 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 56, Kepala 

SubbagiariL Akun tans i menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan kebi jakan teknis d ib idang akun tans i sesuai k ebu tuban 

sebaged pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. mengumpu l data keuangan dan aset sesuai k ebu tuban u n t u k 

mengetabui j u m l a b dan perkembangannya; 

c. mengelola data keuangan dan aset sesuai j en is sebagai baban 

penyusunan laporan keuangan dan aset; 

d. menyusun laporan prognosis keuangan secara berkala sebagai baban 

pertanggung jawaban; 

e. me lakukan post ing anggaran sesuai rekening belanja u n t u k keakura tan 

data penggunaan anggaran; 

f. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

tu l i san u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut da lam pelaksanaan tugas; 

g. mengkoordinas ikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

b. menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang d iper intaban oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas. 

Bagian Kesembilan 

Bagian Pembangunan dan Pengadaan 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan 

Pasal 58 

Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan mempunya i tugas d ib idang 

pembangunan dan pengadaan berdasarkan pera turan perundang-undangan 

yang ber laku. 

Pasal 59 

Da lam me;laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 58, Kepala 

Bagian Pembangunan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis d i b idang pembangunan dLan pengadaan 

barang/jasa pemer intab daerab sesuai ruang l ingkupnya sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. meng;bimpun program kegiatan-kegiatan pembangunan f i s ik/non fisik 

berdEisarkan skala pr ior i tas u n t u k peningkatan kua l i tas pembangunan 

daersib; 
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c. meng;himpun data rencana kegiatan pembangunan f i s ik/non f isik 

mela lu i u n i t terka i t u n t u k penyusunan program u n i t ; 

d. menyusun rencana kegiatan bidang pembangunan dan pengadaan 

barang/jasa pemerintab daerab; 

e. menyusun kebi jakan teknis d i bidang; pembangunan dan pengadaan 

barang/jasa pemerintab daerab sesuai ruang l ingkupnya sebagai dasar 

pelaksanaan tugas; 

f. melalcukan pengendalian program kegiatan pembangunan f i s ik/non fisik 

secara terpadu u n t u k te rwujudnya pemlbangunan sesuai rencana; 

g. me lakukan moni tor ing program pembangunan daerab secara berkala 

sebag;ai baban evaluasi program; 

b. member ikan pendampingan dan pembinaan teknis terkai t pengadaan 

barang dan jasa se lurub SKPD d i l ingkungan kerja pemerintab daerab; 

i . melalcsanakan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemer intab yang 

efektif, efisien, t ransparan dan akuntabe l ; 

j . menc iptakan persaingan yang sebat dan t idak d i sk r im ina t i f da lam 

proses pengadaan barang dan jasa pemi jr intab; 

k. mengelola sistem pengadaan secara e lektronik (SPSE); 

1. menugaskan anggota kelompok kerja layanan pengadaan barang dan 

jasa pemerintab daerab; 

m . mengkonsul tas ikan tugas dengan atasan secara l isan m a u p u n ter tu l is 

u n t u k beroleb pe tun juk ; dan 

n . mengkoordinas ikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Program dan Pembangunan 

Pasal 60 

Kepala Subbagian Program dan Pembangunan memjDunyai tugas 

penyusunan program pembangunan daerab dan pelaksanaan evaluasi b ina 

program berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k 

terb i tnya jDclaksanaan program kegiatan pembangunan. 
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Pasal 6 1 

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 60, Kepala 

Subbagian Program dan Pembangunan menyolengggarakan fungsi : 

a. menyusun rencana kegiatan subbagian pembangunan berdasarkan data 

dan program kegiatan; 

b. mengumpu lkan baban dan data da lam rangka penyusunan pedoman 

dan pe tun juk teknis pelaksanaan pembangunan daerab; 

c. mengklasi f ikasikan data dan baban siesuai dengan keper luan dalam 

rangka penyusunan program kerja; 

d. mempers iapkan baban dalam rangka penyusunan program 

pembangunan daerab serta mengelola konsep rencana anggaran satuan 

kerja dan d o k u m a n anggaran satuan kerja yang d ia jukan oleb u n i t kerja; 

e. mengb impun kebi jakan teknis penyusunan program pembangunan 

daerab sesuai k ebu tuban sebagai dasar pedoman tugas; 

f. menganalisa data program pemban^;unan daerab mela lu i analisa 

k e b u t u b a n u n t u k peningkatan kual i tas program pembangunan daerab; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut ; 

b. mengkoordinas ikan pelaksanaan tugas dengan sub-subbagian mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k beroleb penyatuan pendapat; 

i . menyusun laporan pelaksanaan tugas; secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Pengendalian dan Sistem 

Informasi Pengadaan 

Pasal 62 

Kepala Subbagian Pengendalian dan Sistem Informasi Pengadaan mempunya i 

tugas melaksanakan pengendalian, moni tor ing pembangunan daerab dan 

mengelola sistem informasi pengadaan barang dan jassi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 63 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 62, Kepala 

Subbagian Pengendalian dan Sistem Informgisi Pengadaan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. mengb impun data kegiatan pembangunan daerab; 

b. melaksanakan pengendalian dan moni tor ing kegiatan pembangunan 

daerab; 

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerab; 

d . memfasi l i tasi PA/KPA m e n g u m u m k a n rencana u m u m pengadaan; 

e. melaksanakan registrasi dan veri f ikasi pengguna Sistem Pengadaan 

Secara E lektron ik (SPSE); 

f. memfasi l i tasi pokja layanan pengadaan barang dan jasa menayangkan 

pengumuman pelaksanaan pengadaan; 

g. memfasi l i tasi pokja layanan pengadaan barang dan jasa/pejabat 

pengadaan melaksanakan pemi l iban penyedia barang/jasa secara 

e lektronik; 

b. memfasi l i tasi penyedia barang/jasa dan p ibak-p ibak yang 

berkepentingan menjadi pengguna sistem pengadaan secara 

e lektronik (SPSE); 

i . mengelola sistem pengadaan secara e lektronik (SPSE) dan 

in f ras t ruk turnya ; 

j . melaksanakan pelayanan pelat iban dan d u k u n g a n teknis pengoperasian 

sistem pengadaan secara e lektronik (SPSE); 

k. mengelola data dan informasi pengadaan barang dan jasa; 

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub-subbagian mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k beroleb penyatuan pendapat; dan 

m. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb atasan. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Layanan Pengadaan 

Pasal 64 

Kepala Subbagian Layanan Pengadaan mempunya i tugeis pembinaan 

pengadaan dan pemi l iban penyedia barang dan jasa yang (sfektif, efisien, 

t ransparan dan akuntabe l berdasarkan pera turan perundang-undangan 

guna tersfdenggaranya pembangunan daerati. 
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Pasal 65 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud Pasal 64, Kepala 

Subbagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pi^mbinaan dan b imbingan teknis 

terka i t pengadaan barang dan jasa cii l ingkungan kerja pemer intab 

daerah; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan 

penerapan regulasi pengadaan barang dan jasa d i l ingkungan kerja 

pemerintab daerab; 

c. mengkoordinasikan pengkajian u lang dokumen rencana pemi l iban 

penyedia barang dan jasa d i l ingkungan pemerintab daeral i ; 

d. memfasi l i tasi u su l an perubaban dokumen rencana pemi l iban penyedia 

barang dan jasa d i l ingkungan kerja pemerintab daerab; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana pemi l iban penyedia barang 

dan jasa; 

f. me lakukan pengawasan proses pemi l ihan penyedia barang dan jasa 

m u l a i dar i pengumuman sampai dengan menjawab sanggab; 

g. mengelola sanggaban lelang dan memfasi l i tasi pendampingan b u k u m 

terka i t pengadaan barang dan jasa sampai dengan tabap penyel idikan 

d i bagian layanan pengadaan; 

b. me lakukan evaluasi proses pemi l iban penyedia barang dan jasa; 

i . memfasi l i tasi pendampingan abl i/teknis pemi l iban penyedia barang dan 

jasa; 

j . mengelola dokumen pemi l iban penyedia barang dan jasa; 

k. menglcoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub-subbagian mela lu i 

rapaty 'pertemuan u n t u k beroleb penyatuan pendapat; 

1. menyusun laporan kegiatan subbagian pengadaan barang dan jasa 

la innya; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleb atasan. 

Bagian Kesepulub 

Asisten Admin is t ras i U m u m dan Apara tur 

Pasal 66 

Asisten Admin is t ras i U m u m dan Apara tur mempunya i tugas melaksanakan 

tugas keasistenan dib idang u m u m , b u k u m dan organisasi berdasarkan 

pera turan perundang-undangan u n t u k kekmcaran tugas penyelenggaraan 

pemer inta l ian. 
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Pasal 67 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 66, 

Asisten Admin is t ras i U m u m dan Aparatur menyelenggarakan 

fungsi : 

a. merencanakan penataan perlengkapan dan r u m a h tangga daerah, 

h u k u m dan organisasi sesuai kebu tuhan u n t u k kelancaran tugas 

pemer intahan; 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis penataan perlengkapan dan irumab tangga 

daerab, b u k u m dan organisasi sesuai k ebu tuban u n t u k peningkatan 

kinerja; 

c. mengorganisir pelaksanaan tugas dib idang perlengkapan dan r u m a b 

tangga daerab, b u k u m dan organisasi sesuai mekanisme/prosedur kerja 

u n t u k kelancaran tugas u n i t ; 

d . mengendal ikan pelaksanaan tugas secara terpadu u n t u k ter t ibnya tugas 

u n i t ; 

e. mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya u n t u k peningkatan 

kiner ja u n i t ; 

f. membina tugas d ib idang perlengkapan dan r u m a b tangga daerab, 

b u k u m serta organisasi secara k o n t i n y u u n t u k peningkatan 

pelayanan; 

g. mend is t r ibus ikan pelaksanaan tugas sesuai b idang u n t u k kelancaran 

tugas u n i t ; 

b. mengev£iluasi pelaksanaan tugas u n i t secara berkala u n t u k mengetabui 

perkembangannya; 

i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l i s an/maupun 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut ; 

j . mengkordinas ikan pelaksanaan tugas dengan u n i t terkai t me la lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

k. melaporkan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas l a in yang d iper in tabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas. 



- 36 -

Bagian Kesebelas 

Bagian H u k u m 

Paragaraf 1 

Kepala Bagian H u k u m 

Pasal 68 

Kepala Bagian H u k u m mempunya i tugas melaksanakan tugas d ib idang 

b u k u m hierdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k terciptanya 

penegakan supremasi b u k u m . 

Pasal 69 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 68, Kepala 

Bagian H u k u m menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis d ib idang b u k u m sesuai k ebu tuban sebagai 

dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengb impun data peraturan perundang-undangan dan permasalaban 

b u k u m sesuai bentuk dan jen isnya sebagai baban pengkajian dan proses 

b u k u m ; 

c. menyusun rencana kegiatan p roduk dan proses penyelesaian b u k u m 

sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 

d. me lakukan pengkajian rancangan p roduk b u k u m dan ban tuan b u k u m 

sesuai ben tuk dan jen isnya sebagai baban pert imbangan dan penetapan 

produk b u k u m ; 

e. me lakukan sosialisasi rancangan p roduk b u k u m mela lu i per temuan 

u n t u k d ike tabu i oleb masyarakat; 

f. mengundangkan p roduk b u k u m mela lu i lembaran daerab agar d ike tabu i 

masyarakat; 

g. mengevaluasi pelaksanaan p roduk b u k u m sesuai jenis u n t u k mengetabui 

perkembangannya; 

b. mengb impun p roduk b u k u m mela lu i kodi f ikasi sebagai baban 

dokumentas i ; 

i . member ikan pelayanan ban tuan b u k u m mela lu i advis b u k u m u n t u k 

menjamin kepastian b u k u m ; 

j . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas demgan atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut da lam pelaksanaan tugas; 

k. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala bagian mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan tugas; 
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1. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesuai bidangnya u n t u k 

kelancsiran pelaksanaan tugas; 

m . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

n . melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb sitasan u n t u k 

kelancaran tugas. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Perundang-undangan 

Pasal 70 

Kepala Subbagian Perundang-undangan mempunya i tugas melaksanakan 

tugas penyusunan p roduk-produk b u k u m daerab berdasarkan pera turan 

perundangj-undangan sebagai pedoman penyelenggaraan pemisrintahan dan 

pembangunan. 

Pasal 71 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 70, Kepala 

Subbagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis p roduk b u k u m sesuai k e b u t u b a n sebagai 

dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu l data pera turan perundang-undangan sesuai j en isnya sebagai 

baban pengkajian; 

c. menyusun rencana pengkajian rancangan p roduk b u k u m sesuai 

ke tentuan u n t u k menjadi p roduk b u k u m ; 

d. memproses rancangan p roduk b u k u m sesuai jen isnya sebagai baban 

pert imt iangan dan penetapan p roduk b u k u m ; 

e. melaksanakan sosialisasi rancangan p roduk b u k u m melaiiui per temuan 

u n t u k d ike tabu i masyarakat; 

f. mengundangkan produk b u k u m mela lu i lembaran daerab u n t u k 

pelaksa naannya; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas demgan atasan ba ik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk lebib l an ju t u n t u k pelaksanaan tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan 

tugas; 

i . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 
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j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Ban tuan H u k u m 

Pasal 72 

Kepala Subbagian Ban tuan H u k u m mempunya i tugas melaksanakan tugas 

d ib idang ban tuan b u k u m berdasarkan pera turan perundging-undangan 

u n t u k kepast ian b u k u m . 

Pasal 73 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasial 72, Kepala 

Subbagian Ban tuan H u k u m menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun kebi jakan teknis penyelesaian permasalaban h u k u m sesuai 

k ebu tuban sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu l data permasalaban b u k u m sesuai jen isnya sebagai baban 

t indak lan jut ; 

c. menyusun rencana penyelesaian ban tuan b u k u m sesum kebu tuban 

u n t u k menjadi program u n i t ; 

d. membei-ikan pelayanan ban tuan b u k u m mela lu i advis f i u k u m u n t u k 

menjamin kepastian b u k u m ; 

e. memproses penyelesaian ban tuan b u k u m mela lu i berita acara 

pemeriksaan (BAP) u n t u k mengetabui permasalabannya; 

f. men indak lan ju t i bas i l pemeriksaan permasalaban b u k u m sesuai 

t i ngkadm u n t u k penyelesaiannya; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut da lam pelaksanaan 

tugas; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lui rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan 

tugas; 

i . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasii; dan 
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j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Evaluasi dan Dokumentas i 

Pasal 74 

Kepala Subbagian Evaluasi dan Dokumentas i mempunya i tugas 

melaksanakan tugas evaluasi dan dokumentas i p roduk b u k u m sesuai 

j en isnya u n t u k mengetabui basi l pelaksanaan p roduk b u k u m . 

Pasal 75 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 74, Kepala 

Subbagian Evaluasi dan Dokumentas i menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis p roduk b u k u m sesuai k ebu tuban sebagai 

dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu l p roduk b u k u m sesuai jen isnya sebagai baban dokumentas i 

dan publ ikas i ; 

c. menyusun rencana kegiatan evaluasi dan dokumentas i p roduk b u k u m 

sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 

d. mengevaluasi pelaksanaan produk b u k u m sesuai j en isnya u n t u k 

mengetabui perkembanganya; 

e. mend is t r ibus ikan p roduk b u k u m mela lu i u n i t terkai t sebagai dasar 

pelaksemaan kegiatan u n i t ; 

f. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut da lam pelaksanaan tugas; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

melalui rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan 

tugas; 

b. menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

i . melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas. 
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Bagian Keduabelas 

Bagian U m u m 

Paragraf 1 

Kepala Bagian U m u m 

Pasal 76 

Kepala Bagian U m u m mempunya i tugas melaksanakan tu§;as d i b idang 

u r u s a n u m u m dan kepegawaian, perlengkapan, r u m a b tangga daerab 

berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

Pasal 77 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 76, Kepala 

Bagian U m u m menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis pengelolaan perlengkapan, r u m a b tangga 

daerab, u r u s a n u m u m dan kepegawaian sesuai k ebu tuban sebagai dasar 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun kebi jakan teknis pengelolaan perlengkapan, m m a b tangga 

daerab, u m s a n u m u m dan kepegawaian sesuai k ebu tuban sebagai dasar 

pelakssmaan tugas; 

c. menyusun rencana pengadaan perlengkapan dan m m a b tangga daerab 

sesuai k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 

d. mengb impun data perlengkapan dan r u m a b tangga daerab sesuai 

j en isnya u n t u k mengetabui j um labnya ; 

e. menganalisa data perlengkapan dan m m a b tangga daerab mela lu i daftar 

inventaris barang u n t u k mengetabui j u m l a b dan keadaan aset daerab; 

f. membina u m s a n u m u m , perlengkapan dan m m a b tangga daerab sesuai 

mekanisme u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. mengendal ikan u r u s a n tata usaba, perlengkapan dan m m a b tangga 

daerab sesuai b idang tugas u n t u k ter t ibnya pelaksanaan tugas; 

b. mengarahkan pelaksanaan tugas perlengkapan, r u m a b tangga daerab, 

u r u s a n u m u m dan kepegawaian sesiiai ke tentuan u n t u k ter t ibnya 

pelaksanaan tugas; 

i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut ; 

j . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bagian 

mela lu i rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 
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k. mend is t r ibus ikan pelaksanaan tugas kepada bawaban sesuai j ob u n t u k 

kelancaran tugas; 

1. menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

m. melaksanakan tugas l a in yang d iper in tabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian 

Pasal 78 

Kepala Subbagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas membantu 

kepala bagian u m u m dalam menyusun program, kegiatan dan pe tun juk 

subbagian u m u m dan kepegawaian dalam memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan u m u m dan kepegawaian selmetariat daerab kota gorontalo. 

Pasal 79 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 78, Kepala 

Subbagian U m u m dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. me lakukan kegiatan ketatausabaan yang me l iput i surat -menyurat dan 

pengelolaan data kepegawaian sesuai pe tun juk teknis admin is t ras i 

perkantoran; 

b. menyiapkan baban adminis t ras i kepegavuian yang me l ipu t i daftar badir , 

kena ikan pangkat, gaji berkala, SKP, DUK dan Nominat i f pegawai; 

c. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban: 

d. mengb impun kebi jakan teknis pengelolaan surat menyurat dan data 

kepegawaian sesuai k ebu tuban sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat menyurat dan data 

kepegawaian u n t u k menjadi program u n i t ; 

f. membe;ri pe tun juk kepada bawaban dalam pengelolaan surat masuk dan 

keluar agar mempedomani prosedur kerja u n t u k kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

g. me lak i i kan pencatatan, mengelompokan, pengarsipan serta 

pendistr ibus ian surat menyurat sesuai j en isnya u n t u k proses lebib 

lan jut ; 
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h . pengkoordinasian pelaksaaan tugas u r u s a n u m u m dan kepegawaian; dan 

i . membuat laporan pengelolaan surat menyurat dan kepegawaian 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ber laku u n t u k baban 

informasi dan evaluasi. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Perlengkapan 

Pasal 80 

Kepala Subbagian Perlengkapan mempunya i tugas melaksanakan 

pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor berdasarlcan pe tun juk 

pelaksanaaan dan pe tun juk teknis u n t u k teruibnya pelaksanaan tugas. 

Pasal 81 

Da lam mtmyelenggarakan tugas sebagaimema d imaksud da lam Pasal 80, 

Kepala Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis pengadaan, penggunaan perlengkapan 

pada Sekretariat Daerab sesuai k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan 

tugas; 

b. menyusun rencana pengadaan perlengkapan daerab sesuai k ebu tuban 

u n t u k menjadi program u n i t ; 

c. mengelola perlengkapan daerab sesuai rencana k e b u t u b a n barang u n i t 

u n t u k peningkatan kerja u n i t ; 

d. menginventaris ir se lurub perlengkapan u n i t sesuai jen isnya u n t u k 

mengetabui j u m l a b aset daerab; 

e. mengelola u r u s a n perlengkapan daeiab sesuai k ebu tuban u n t u k 

menunjang kegiatan p imp inan daerab; 

f. mengatur, memel ibara dan merawat barang inventaris kantor sesuai 

dengan pedoman kerja u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas serta 

membuat daftar dan pelaporan barang inventaris kantor sesuai; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, ba ik l isan 

m a u p u n ter tul is u n t u k beroleh petunjuk; lebib lan jut da lam pelaksanaan 

tugas; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala subbagian mela lu i 

rapat/pertemuaan u n t u k penyatuaan pendapat; 
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i. menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Rumiab Tangga 

Pasal 82 

Kepala Subbagian Rumab Tangga mempunya i tugas melaksanakan 

pengelolaan r u m a b tangga daerab berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan 

pe tun juk teknis u n t u k ter t ibnya pelaksanaan tugas. 

Pasal 83 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 82, Kepala 

Subbagian Rumab Tangga menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis tentang pengelolaan r u m a b tangga 

daerab; 

b. menyusun rencana kegiatan r u m a b tangga daerab u n t u k menjadi 

program u n i t ; 

c. menyusun rencana pengadaan dan pemel ibaraan r u m a b tangga daerab 

sesuai kebu tuban ; 

d. mengatur dan memel ibara kebersiban dan kerap iban r u m a b d inas/rumab 

jaba tan sesuai dengan pe tun juk u n t u k kenyamanan dan ke indaban 

l ingkungan; 

e. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan m a u p u n 

ter tul is u n t u k beroleb pe tun juk lebib lan jut da lam pelaksanaan tugas; 

f. mengkoordinasikan pelaksaan tugas dengan para kepala subbagian 

melalui. rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

g. menyusun laporan basi l pelaksanaan tug;as secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

b. melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 
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Bagian Ketigabelas 

Bagian Organisasi 

Paragra f1 

Kepala Bagian Organisasi 

Pasal 84 

Kepala Bagian Organisasi mempunya i tugas melaksanakan tugas d ib idang 

kelembagaan dan pengembangan organisasi, tata laksana, analisis dan 

evaluasi kiner ja berdasarkan pe tun juk pekiksanaan dan pe tun juk teknis 

u n t u k peningkatan kiner ja aparatur. 

Pasal 85 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 84, Kepala 

Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi : 

a. mengb impun kebi jakan teknis d ib idang organisasi sesuai k ebu tuban 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyrusun kebi jakan teknis kelembagaan dan pengembangan organisasi, 

tata laksana, analisis dan evaluasi kini^rja sesuai k ebu tuban sebagai 

dasar pelaksanaan tugas; 

c. mengb impun data kelembagaan mela lui f o rmul i r is ian kelembagaan u n t u k 

mengetabui gambaran/keadaan u n i t organisasi; 

d. menyusun rencana pengembangan organisasi dan tata laksana sesuai 

k ebu tuban u n t u k menjadi program u n i t ; 

e. me lakukan pengembangan organisasi dan tata laksana sesuai k ebu tuban 

u n t u k peningkatan dan efisiensi kiner ja aparatur ; 

f. me lakukan pembinaan organisasi secara berkala u n t u k peningkatan 

kiner ja aparatur ; 

g. mengkoordinir penyusunan LAKIP sekretariat daerab dan satuan kerja 

perangkat daerab (SKPD); 

b. mengkoordinir pengumpulan dan pengelolaan data organisasi 

berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dan analisis j aba tan (ANJAB); 

i . mengorganisir pelaksanaan tugas u n i t sesuai mekanisme kerja u n t u k 

kelancaran tugas; 

j . mengendal ikan pelaksanaan tugas u n i t secara terpadu u n t u k ter t ibnya 

pelaksanaan tugas; 
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k. mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya u n t u k peningkatan 

kiner ja u n i t ; 

1. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih la jut da lam pelaksanaan tugas; 

m . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala bagian mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

n . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawaban sesuai bidangnya u n t u k 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

p. melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb atasan. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi 

Pasal 86 

Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pengemibangan Organisasi mempunya i 

tugas mekiksanakan tugas pengelolaan kelembagaan dan pisngembangan 

organisasi berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k 

efisiensi kelembagaan dan pengembangan organisasi. 

Pasal 87 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 86, Kepala 

Subbagian Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi menyelenggarakan 

fungsi : 

a. merencanakan dan menyusun program kerja subbagian kelembagaan dan 

pengemlDangan organisasi sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai 

kebu tuhan ; 

b. meny iapkan baban dan kelengkapan penyusunan kebi jakan bidang 

kelembagaan dan pengembangan organisasi yang me l iput i norma, standar 

dan prosedur kerja sesuai ke tentuan u n t u k peningkatan kinerja; 

c. mengumpu lkan data yang d iper lukan u n t u k penyempurnaan, 

pemantapan, penataan kelembagaan dan pengembangan organisasi 

satuan kerja u n t u k mengetabui gambaran/keadaan u n i t orgemisasi; 

d. mengelola data kelembagaan dan pengembangan organisasi sesuai 

ind ikator u n t u k penyempurnaan, pemantapan penataan kelembagaan 
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organisasi perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan perundang-

undangan yang ber laku; 

e. melaksanakan kegiatan pemantauan/moni tor ing kelembagaan dan 

pengembangan organisasi sebagai baban penyempurnaan, pemantapan 

penatasm kelembagaan u n t u k terwujudnya s t r u k t u r organisasi yang 

efisien; 

f. menyusun s t r u k t u r organisasi tata kerja mela lui rancangan penataan 

kelembagaan dan pengembangan organisasi sesuai baban ke j ian; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk ; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lui rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . menyusun laporan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb atasan. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Tata Laksana 

Pasal 88 

Kepala Subbagian Tata Laksana mempunya i tugas melaksanakan tugas 

d ib idang ketatalaksanaan berdasarkan pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk 

teknis u n t u k peningkatan pelayanan dalam u n i t organisasi. 

Pasal 89 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 88, Kepala 

Subbagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi : 

a. merenc;anakan dan me rumuskan program kerja subbagian tata laksana 

sesuai analisis k ebu tuban sebagai dasar j^elaksanaan tugas ; 

b. meny iapkan baban dan kelengkapan penyusunan kebi jakan teknis bidang 

tatalaksana yang me l iput i norma, standair, prosedur kerja dan pelayanan 

pub l i k sesuai ketentuan u n t u k peningkatan kinerja; 

c. merencanakan kegiatan pengumpulan data pelayanan pub l i k d i instans i 

pelayanan pub l i k u n t u k mengetabui perkembangan penerapan standar 

pelayanan m i n i m a l (SPM) d i l ingkungan pemerintab Kota Gorontalo; 

d. mengelola data pelayanan pub l i k standar pelayanan m in ima l (SPM) sesuai 

j en isnyu u n t u k d igunakan sebagai baban laporan; 
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e. merencanakan kegiatan pemantauan/raoni tor ing pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi SKPD sesuai standar operasional prosedur (SOP); 

f. me lakukan expose ketatalaksanaan u n i t organisasi mela lu i f o rum u n t u k 

peningkatan kiner ja aparatur ; 

g. menyiajokan bahan koordinasi penyusunan roadmap reformasi b i rokras i 

pemerintab kota gorontalo sesuai arab kebi jakan reformasi b i rokras i ; 

b. merencanakan kegiatan pemantau£in pelaksanaan pelayanan 

publ ik/ inovas i pelayanan pub l i k dengan instans i terkai t secara terpadu 

u n t u k peningkatan kual i tas pelayanan; 

i . merencanakan kegiatan peni laian mand i r i pelaksanaan reformasi 

b i rokras i pemerintab kota gorontalo; 

j . membagi tugas sesuai j en isnya pada bawaban berdasarkan tugas dan 

fungsi u n t u k kelancaran dan ketepatan w a k t u pelaksanaan tugas; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lui rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk ; 

m . melaporkan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai baban 

evaluasi; dan 

n . melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb atasan. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja 

Pasal 90 

Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja mempunya i tugas d i b idang 

analisis dan evaluasi kiner ja berdasarkfin pe tun juk pelaksanaan dan 

pe tun juk teknis sebagai baban informasi organisasi kelembagaan. 

Pasal 9 1 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 90, Kepala 

Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan kebi jakan teknis d i b idang analisis dan evaluasi kiner ja 

sesuai k ebu tuban sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun rencana pengumpulan, pengolaban dan analisa data u n t u k 

menjadi program u n i t ; 
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c. meny iapkan bahan/data u n t u k penyusunan laporan akuntab i l i tas kiner ja 

instans i pemerintab (LAKIP) sekretariat daerab kota gorontalo; 

d. mengb impun baban/data u n t u k penyusunan laporan akuntab i l i tas 

kiner ja instans i pemerintab (LAKIP) satuan kerja perangkat daerab 

(SKPD); 

e. mengb impun dan mengelola data organisasi berdasarkan analisis beban 

kerja (ABK) dan analisis j aba tan (ANJAB) u n t u k mengetabui t ingkat dan 

kompetensi j aba tan ; 

f. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntab i l i tas 

kiner ja instans i pemerintab (LAKIP) sekretariat daerab kota gorontalo; 

g. melaksanakan pengkoordinasian penyrasunan laporan akuntab i l i tas 

kiner ja instans i pemerintab (LAKIP) satuan kerja perangkat 

daerab (SKPD); 

b. membagi tugas kepada bawaban sesuai rencana kerja u n t u k mencapai 

sasaran kegiatan dan program yang telab d i t en tukan ; 

i . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian 

mela lui rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

j . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas ki^pada atasan baik l isan m a u p u n 

ter tu l is u n t u k beroleb pe tun juk ; 

k. melaporkan basi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tabkan oleb atasan. 

Bagian Keempat belas 

Staf Ab l i 

Paragraf 1 

Staf Ab l i Bidang Pemerintaban, H u k u m dan Polit ik 

Pasal 92 

Staf Ab l i Bidang Pemerintaban, H u k u m dan Polit ik mempunya i tugas 

memban tu Wal ikota da lam member ikan te laaban/kaj ian mengenai masalab 

penyelenggaraan pemer intaban d ib idang pemer intaban, b u k u m dan pol i t ik . 

Pasal 93 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 92, Staf Ab l i 

Bidang Pemerintaban, H u k u m dan Polit ik menyelenggarakan fungsi : 

a. m e r u m u s k a n rencana kerja sebagai pedoman dalam member ikan 

telaahan kepada wal ikota/waki l wal ikota; 
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b. melaksanakan inventarisasi permasalaban bidang pemer intaban, b u k u m 

dan pol i t ik ; 

c. mengkaji dan menganalisa permasalaban bidang Pemerintaban, b u k u m 

dan pol i t ik ; 

d. m e r u m u s k a n te laaban/kaj ian terbadap masalab Pemerintaban, b u k u m 

dan pol i t ik ; 

e. member ikan pemik i ran , saran, ide, gagasan, pert imbangan dan 

masukan terbadap masalab bidang pemer intaban, b u k u m dan pol i t ik ; 

f. melaksanakan konsul tas i dan koordinasi dengan sekretaris daerab, 

satuan kerja perangkat daerab/lembaga la in yang terkai t dengan 

masalab bidang pemer intaban, b u k u m dan pol i t ik ; 

g. me lakukan pembabasan terbadap rancangan kebi jakan daerab sebelum 

di te tapkan oleb pemer intab daerab; 

b. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan wal ikota/waki l wailikota; dan 

i . m e r u m u s k a n rencana kerja sebagai pedoman dalam member ikan 

te laaban kepada wal ikota. 

Paragraf 2 

Staf Ab l i B idang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan 

Pasal 94 

Staf Ab l i Bidang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan mempunya i tugas 

memban tu Wal ikota/Waki l Wal ikota da lam member ikan te laaban/kaj ian 

mengenai masalab penyelenggaraan pemer intaban d i b idang Ekonomi , 

Keuangan dan Pembangunan. 

Pasal 95 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 94, Staf Ab l i 

B idang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. m e r u m u s k a n rencana kerja sebagai pedoman dalam member ikan 

telaaban kepada wal ikota/waki l wal ikota; 

b. melaksanakan inventarisasi permasalaban bidang ekonomi, keuangan 

dan pembangunan; 

c. melaksanakan pengkajian dan analisa terbadap masalab pemer intaban 

daerab bidang ekonomi, keuangan dan jDembangunan; 
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d. m e r u m u s k a n telaahan/kaj ian masalah pemer intahan daerah d i b idang 

ekonomi, keuangan dan pembangunan; 

e. m e r u m u s k a n saran dan pert imbangan dalam bentuk telaaban staf; 

f. member ikan pemik i ran , saran, ide-ide, gagasan, pert imbangan dan 

masukan terbadap masalab b idang ekonomi, keuangan dan 

pembangunan; 

g. meny iapkan te laaban/kaj ian dan baban pert imbangan dalam rangka 

implementasi kebi jakan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; 

b. mengantis ipasi peningkatan kual i tas p e r tumbuban ekonomi dan 

peningkatan pembangunan ekonomi yang i n k l u s i dan berkeadi lan 

bingga terjaganya stabil i tas ekonomi kota; 

i . memantau dan mengevaluasi peningkatan produks i dan penyempurnaan 

sistem d is t r ibus i sebingga barga dapat ter jangkau; 

j . menyampaikan telaaban staf kepada wal ikota/waki l wal ikota; 

k. member ikan telaaban/kaj ian terbadap kesejabteran pegawai negeri s ipi l 

daerab kota; 

1. melaksanakan konsul tas i dan koordinasi dengan sekretaris daerab, 

satuan kerja perangkat daerab/lembaga la in yang terkai t da lam rangka 

pengumpulan baban dan data u n t u k pengkajian dan analisis masalab 

b idang ekonomi, keuangan dan pembangunan; 

m. member ikan a tau menyampaikan tanggapan dan saran atas disposisi 

wa l ikota/waki l wal ikota; 

n . mengbadir i rapat p imp inan lengkap, rapat p imp inan terbatas dan/atau 

rapat-rapat la in yang d i t en tukan oleb v/alikota/wakil wal ikota dan/atau 

sekretaris daerab; dan 

o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan wal ikota/waki l wal ikota. 

Paragraf 3 

Staf Ab l i Bidang Sumber Daya Manus ia 

dan Kemasyarakatan 

Pasal 96 

Staf Ab l i B idang Sumber Daya Manus ia dan Kemasyarakatan mempunya i 

tugas memban tu wal ikota/waki l wal ikota da lam member ikan te laahan/kaj ian 

mengenai masalah penyelenggaraan pemer intahan d i b idang sumber daya 

manus ia dan kemasyarakatan. 
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Pasal 97 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanfi d imaksud dalam Pasal 96, 

Staf Ah l i Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. m e r u m u s k a n rencana kerja sebagai pedoman dalam member ikan 

telaahan kepada wal ikota/waki l wal ikota; 

b. melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang sumber daya manus ia 

dan kemasyarakatan; 

c. melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap masalah pemer intahan 

daerah bidang sumber daya manus ia dan kemasyarakatan; 

d. m e r u m u s k a n te laahan/kaj ian masalah pemer intahan daerah d i b idang 

sumber daya manus ia dan kemasyarakatan; 

e. m e r u m u s k a n saran dan pert imbangan dalam bentuk telaahan staf; 

f. member ikan pemik i ran , saran, ide-ide, gagasan, pert imbangan dan 

masukan terhadap masalah bidang sumber daya manus ia dan 

kema syarakatan; 

g. meny iapkan telaaban/kaj ian dan baban pert imbangan dalam rangka 

implementasi kebi jakan bidang sumber daya manus ia dan 

kema syarakatan; 

b. membangun dan memel ihara integritas masyarakat dan budaya, 

radikal isme agama serta golongan sosial ekonomi; 

i . memantau dan mengevaluasi integritas masyarakat dan budaya, 

radikal isme agama serta sumber daya manusia ; 

j . menyampaikan telaahan staf kepada wal ikota/waki l wal ikota; 

k. melaksanakan konsul tas i dan koordinasi dengan sekretaris daerah, 

satuan kerja perangkat daerah/lembaga la in yang terkait da lam rangka 

pengumpulan bahan dan data u n t u k pengkajian dan analisis masalah 

bidang sumber daya manus ia dan kemasyarakatan; 

1. member ikan a tau menyampaikan tanggapan dan saran atas disposisi 

wa l ikota/waki l wal ikota; 

m . ter l ibat da lam pembabasan terhadap rancangan kebi jakan daerah 

sebelum di te tapkan oleh pemerintab daerab bidang sumber daya 

manus ia dan kemasyarakatan; 
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n . menghadir i rapat p imp inan lengkap, rapat p imp inan terbatas dan/atau 

rapat-rapat la in yang d i t en tukan oleb wa l ikota/waki l wal ikota dan/atau 

sekretaris daerab; 

o. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan wal ikota/waki l wgdikota. 

Paragraf 4 

Kesekretariatan Staf Ab l i 

Pasal 98 

(1) U n t u k m e n d u k u n g kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-

masing staf ab l i d i ban tu oleb staf adminis t ras i . 

(2) Penempatan staf admin is t ras i pada kesekretar iatan staf ab l i d i a tur 

deng£in Keputusan Walikota. 

(3) Staf adminis t ras i kesekretariatan staf ab l i sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) mempunya i tugas : 

a. mengadministras i surat masuk dan surat keluar; 

b. mengadministras i arsip dan data; 

0. raengetik surat ; 

d. mengekspedisi surat -surat ; 

e. mener ima t a m u - t a m u ; 

f. mencatat kes impulan rapat (notulen), telaaban dan Ia in- la in; dan 

g. melaksanakan tugas adminis tras i la innya sesuai per intab staf ab l i . 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 99 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah Kota wajib 

menyelenggarakan koordinasi , integrasi, dan s inkronisasi ba ik d i 

l ingkungan masing-masing m a u p u n antar satuan organisasi sesuai 

dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan satuan organisasi da lam l ingkungan Sekretariat Daerab 

Kota berkewajiban member ikan pe tun juk , b imbingan d£in pengawasan 

pekerjaan pada u n s u r - u n s u r pembantu pelaksana yang berada da lam 

l ingkungan kerjanya. 
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Pasal 100 

(1) Sekretaris Daerah Kota dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

kebi jakan yang d i te tapkan oleb Wal ikota Gorontalo. 

(2) Sekretaris Daerab Kota berkewajiban member ikan pe tun juk , membina 

dan membimbing serta mengawasi pekerjaan u n s u r - u n s u r pembantu 

dan pelaksana d i l ingkungan Sekretariat Daerab. 

BAB V I 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 101 

(1) Sekretaris Daerab merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon 11a a tau j aba tan 

p imp inan t inggi pratama. 

(2) Asisten merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon l i b a tau j aba tan p imp inan 

t inggi pratama. 

(3) Staf Ah l i merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon l i b a tau jabatan p imp inan 

t inggi pratama. 

(4) Kepala Bagian merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon 111a a tau j aba tan 

administrator . 

(5) Kepala Subbagian, merupakan jabatan s t r u k t u r a l es€;lon IVa a tau 

jabat f in pengawas. 

Pasal 102 

Pejabat s t r u k t u r a l pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo diangkat dan 

d iberhent ikan oleh Wal ikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang ber laku. 

BAB V l l 

KETENTUAN PER^^LIHAN 

Pasal 103 

Pada saat Peraturan Wal ikota Gorontalo i n i mu la i ber laku, j aba tan yang ada 

beserta pejabat yang memangku jaba tan tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sampai dengan d ibentuknya j aba tan ba ru dan diangkat pejabat 

ba ru berdasarkan Peraturan Wal ikota i n i . 
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BAB VII I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 104 

Pada saat Peraturan Wal ikota i n i mu l a i ber laku : 

1. Peraturan Wal ikota Nomor 20 T a h u n 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 13 T a h u n 2010 tentang Pe;rubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kota Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Goronttalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 20). 

2. Peraturan Wal ikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi 

Staf Ah l i Wal ikota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2016 

Nomor 9). 

d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 

Peraturan Wal ikota i n i mu l a i ber laku pada tanggal 2 J a n u a r i 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Wal ikota i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerab Kota Gorontalo. 

Pasal 105 

Ditet£ipkan d i Gorontalo 

pada tanggal 27 * « B « i D V e r 2016 

WALIKOTA GORONTALO 

Diundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal ?7 l e s t m l i . r 2 O I 6 

Pit. SEKRETARlSJlABRAfPKOTAGORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 2 ? 
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PEMBANGUNAN 
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PENGADAAN 
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ASISTEN 
ADMINISTRASI UMUM DAN 

APARATUR 

BAGIAN 
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SUBBAGIAN 
PERUNDANG-
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SUBBAGIAN 
BANTUAN HUKUM 

SUBBAGIAN 
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